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  Skripsi ini berjudul ”PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA 
ALAT BERAT FOCO TRUNK ANTARA PENYEWA DENGAN PT. CAHAYA 
PUTRI AGUNG PEKANBARU” 
 Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat foco truk menjadi salah 
satu kebutuhan yang penting dalam perusahaan untuk sebuah pembangunan. 
Dalam hal ini alat berat foco truck PT. Cahaya Putri Agung menyediakan  sewa 
menyewa alat berat foco truck menjadi penelitian dalam penulisan ini. Sewa 
menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu 
barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang 
oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayaran. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa alat berat foco truck antara penyewa dengan PT. 
Cahaya Putri Agung Pekanbaru, dan Bagaimana penyelesaian sengketa dari 
perjanjian sewa menyewa alat berat foco truck pada PT. Cahaya Putri Agung 
Pekanbaru.  
 Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum 
sosiologis yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian 
terhadap penerapan aturan hukum pada masyarakat, penelitian ini bersifat 
deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data 
tersier. Metode pengumpulan data adalah observasi atau pengamatan, wawancara, 
dan studi kepustakaan, yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data 
dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal.  
 Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaksanaan Perjanjian 
Sewa menyewa Alat Berat Foco Truck  Antara Penyewa Dengan PT. Cahaya 
Putri Agung belum terlaksana sebagaimana perjanjian yang tertuang di dalam 
surat perjanjian sewa menyewa di dalam surat perjanjian pada pasal 2 dan 4 masih 
belum maksimal dengan adanya pengikat perjanjian sewa-menyewa tidak 
seimbang antara penyewa dengan pemilik alat berat PT. Cahaya Putri Agung yang 
masih lemah di dalam perjanjian, di hak dan kewajiban sewa-menyewa, harga 
sewa, waktu dan kesepakatan tentang kerugian yang terjadi selama dalam masa 
sewa, dan Penyelesaian sengketa perjanjian sewa-menyewa alat  berat foco truck 
antara penyewa dengan PT. Cahaya Putri Agung adalah dengan melakukan 
penyelamatan penyewa (musyawarah), penyelesaian biaya-biaya dan penyelesaian 
melalui pengadilan. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya 
melaksanakan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan taraf 
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin pesatnya 
perkembangan perekonomian, kemajuan teknologi, penambahan pengetahuan, 
peningkatan serta kemajuan organisasi, maka semakin banyak perusahaan 
berkompetisi melakukan kegiatan usahanya sebaik mungkin. Kegiatan usaha 
perusahaan tersebut bisa dalam bentuk industri barang maupun industri jasa. 
Industri barang adalah perusahaan yang menghasilkan barang contoh industri 
sepatu, tas, pakaian, dan lain-lain. Industri jasa adalah perusahaan yang 
memberikan layanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan contoh 
notaris, dokter, pengacara, dan sebagainya.  
Oleh karena itu jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang 
peran penting di dalam pembangunan Indonesia, karena hal tersebut dijadikan 
sebagai alat untuk mendorong tumbuhnya perekonomian guna menunjang 
terwujudnya pembangunan nasional.  Dalam setiap proses pengerjanya, 
industri konstruksi tidak dapat terlepas dari peralatan. Hal tersebut guna 
membantu usahanya agar dapat selesai dengan tepat waktu. Sehingga dengan 
adanya keadaan tersebut, membuka peluang kepada perusahaan khususnya 
yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk membantu dalam proyek 
pengerjaan konstruksi berupa memberikan layanan penyewaan alat berat 
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seperti, dozer, excapator, loader, foco truck, drum roller, peneumatic Tired  
roller, aspal finisher, crawler, dan lain sebagainya. 
Berangkat dari keadaan tersebut dapat melahirkan hubungan antar 
individu berupa perjanjian sebagaimana yang di atur dan diberi akibat oleh 
hukum. 
Hukum perjanjian atau kontrak kita masih menggunakan peraturan 
pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam Buku III KUH-Perdata. 
Dalam perjanjian Hukum Perdata Internasional merupakan suatu persetujuan 
antara dua orang atau lebih berisi janji-janji secara timbal balik yang di akui 
oleh hukum, atau pelaksanaannya diakui sebagai kewajiban hukum dan 
mempunyai unsur asing. Unsur asing yang di maksud adalah subjeknya atau 
objek yang di perjanjikan atau sistem hukumnya.
1
 Buku III KUH-Perdata 
menganut sistem terbuka (Open System), artinya bahwa para pihak bebas 
mengadakan kontrak dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, 
pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Di 
samping itu, di perkenakan untuk membuat kontrak baik yang telah di kenal 
dalam KUH-Perdata maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Perjanjian atau kontrak yang telah di atur dalam KUH-Perdata, seperti 
jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, 
penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, 
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 Umar Said Sugianto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 
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3 
penanggungan utang, perjanjian utang-utangan, dan perdamaian.
2
 Di luar 
KUH-Perdata, kini telah berkembang berbagai perjanjian atau kontrak baru, 
seperti Leasing, beli sewa, franchise, surrogate mother, production sharing, 
Joint venture, dan lain-lain.
3
  
Perumusan mengenai definisi perjanjian di atur di dalam Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “ Suatu perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
4
 Selain itu dalam perbuatan 
perjanjian harus sesuai dengan persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal.5 
Syarat nomor 1atau kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan 
syarat nomor 2 atau kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut 
sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya, 
sedangkan syarat nomor 3 atau suatu hal tetentu dan syarat nomor 4 suatu 
                                                             
2
 AK Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2006), h, 35. 
              
3
 Salim, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH-Perdata, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006), h, 157.  
              
4
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perjanjian 
               
5
 Hernoko Yudha Agus, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 
Komersial, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 157. 
                                                                                                                                 
 
4 
sebab yang halal disebut syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau 
bendanya.  
Setelah syarat-syarat telah di penuhi oleh kedua belah pihak maka 
perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan konsekuensi dari perjanjian 
tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik 
pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.  
Sehingga dalam hal ini, perjanjian penyewaan berdasarkan Pasal 1548 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “sewa-menyewa ialah suatu 
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, 
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh 
pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya.   
Dalam perjanjian sewa-menyewa, kewajiban pihak yang menyewakan 
dapat ditemukan dalam pasal 1550 KUH Perdata, yaitu: 
a. Menyerahkan barang yang di sewakan kepada si penyewa; 
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat 
di pakai untuk keperluan yang dimaksud; 
c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada 
barang yang di sewakan selama berlangsungnya sewa. 
Hak-hak pihak yang menyewakan, yaitu; 
a. Menerima menegur penyewa apabila penyewa tidak menjalakan 
kewajibannya dengan baik. 
b. Uang sewa dengan jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian. 
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Pihak penyewa memiliki hak, yaitu; 
1. Menerima barang yang di sewa; 
2. Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas barang yang disewanya 
selama waktu sewa. 
3. Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang di sewa, apabila 
pembetulan-pembetulan tersebut merupakan kewajiban pihak yang 
menyewakan. 
Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua pihak harus 
mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan 
yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. 
Dalam perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis 
usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta  
berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan 
memperoleh keuntungan dan atau laba.
6
 
Dalam perkembangan terutama dalam kegiatan usaha, pada umumnya 
perjanjian dilakukan secara tertulis, sebagaimana di maksudkan untuk 
digunakan sebagai alat berat bila mana terjadi permasalahan yang berkaitan 
dengan perjanjian yang bersangkutan. Bahkan pada dunia usaha banyak sekali 
perjanjian yang di buat secara tertulis yang isinya ditetapkan secara hukum. 
Perjanjian baku atau yang di sebut juga dengan standar kontrak dalam 
pelaksanaannya di buat berdasarkan negosiasi antara kedua belah pihak, 
melainkan perjanjian tersebut di siapkan dalam bentuk formulir oleh salah satu 
                                                             
6
  Saliman Abdul R, Hukum Bisnis  Untuk Perusahaan, (Jakarta: Kencana, 2010), h.89. 
                                                                                                                                 
 
6 
pihak, khususnya produsen atau pengusaha.
7
 Jadi pihak konsumen tinggal 
menerima atau menolak perjanjian tersebut. 
Dalam perusahaan PT. Cahaya Putri Agung yang beralamat di Jalan 
Sukarno Hatta No 08, Pekanbaru, yang bergerak di bidang usaha penyewaan 
alat berat. Alat berat merupakan salah satu sumber daya peralatan yang di 
gunakan dalam suatu proyek.  
Perkembangan bisnis konstruksi di Pekanbaru pada khususnya 
semakin meningkat, ini dapat di lihat dengan banyak di bangun mall, sekolah, 
perumahan mewah, jalan, jembatan. Dengan maraknya pembangunan 
khususnya di bidang konstruksi maka permintaan akan kebutuhan alat berat 
semakin meningkat. Dengan sendirinya membuka peluang bagi pengusaha 
yang ada di bidang jasa konstruksi untuk membuka usaha penyewaan alat 
berat. Dalam penyewaan alat berat ada suatu perjanjian antara dua belah pihak 
untuk penyewaan alat berat tersebut. 
Pada proyek sering terjadi masalah dalam melakukan perjanjian sewa 
menyewa khususnya di dalam perjanjian sewa menyewa alat berat foco truck. 
Sebagaimana yang terjadi pada kasus perjanjian sewa menyewa alat berat foco 
truck di PT. Cahaya Putri Agung, antara pemilik PT. Cahaya Putri Agung 
yang bernama bapak Erianto dengan pihak penyewa Wisna Wardanadari PT. 
Baharu Penta Kencana yang menyewa alat berat foco truck pada tanggal 14 
Mei 2019, yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat di PT. Cahaya 
Putri Agung yang beralamat Sukarno Hatta No. 08 Pekanbaru.  
                                                             
7
 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa,1987.   
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Sehubungan dengan perjanjian sewa-menyewa antara kedua belah 
pihak, maka pihak penyewa harus dapat menjaga barang yang di sewanya, 
kemudian pemilik sewa harus menyerahkan bendanya dalam keadaan baik dan 
dapat di nikmati oleh pihak penyewa.
8
 Dalam perjanjian pihak kedua 
mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari waktu yang telah di sepakati 
dan pembayaran. Perkataan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan 
tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. 
9
 
Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain dapat membayar harga 
yang telah di perjanjikan.
10
 
Pelaksanaan perjanjian penyewaan yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak merupakan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Sehingga dalam perjanjian penyewaan tersebut 
tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap hukum atau pelanggaran hukum 
karena ada pihak yang di rugikan atau pihak lain yang merasa tidak puas 
dengan suatu kesepakatan atau perjanjian yang telah di sepakati. Terjadinya 
karena wenprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian, membawa akibat 
yang tidak mengenakan bagi debitur yaitu: 
  
                                                             
8
 Salim HS, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. 
9
  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), h. 152. 
10
 Widijowati Dijan, Hukum Dagang, (Yogyakarta: Andi, 2012), h. 165.  
                                                                                                                                 
 
8 
1. Mengganti kerugian; 
2. Benda yang menjadi objek perikatan, sejak terjadinya wenprestasi menjadi 
tanggung gugat debitur; 




Dalam perjanjian sewa menyewa pihak kedua di wajibkan 
menyerahkan barang yang disewa kepada si penyewa, juga memelihara barang 
yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk 
keperluan yang di maksud, serta memberikan kenyamanan kepada penyewa   
dari pada barang disewakan selama berlangsungnya sewa menyewa barang 
yang di sewakan tersebut. 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sewa menyewa terlebih dahulu 
adanya suatu perjanjian sewa menyewa yang di sepakati oleh si penyewa dan 
si pemberi sewa, dalam hal sewa menyewa telah adanya suatu aturan yang 
mengatur tentang perjanjian sewa menyewa yang telah di jelaskan dalam 
KUH-Perdata Buku ke tiga tentang perikatan dalam Pasal 1550, 1560, 1564 
Tentang Hak dan Kewajiban sewa menyewa, tetapi dalam pelaksanaan 
perjanjian yang dilakukan oleh PT. Cahaya Putri Agung dengan penyewa telah 
adanya suatu perjanjian yang terebih dahulu di buat oleh pemberi sewa ( PT 
Cahaya Putri agung) dengan penyawa sebelum melakukan perjanjaian sewa 
menyewa alat berat  yang di jelaskan dalam pasal 2 yang menerangkan bahwa 
si penyewa harus mengembalikan barang yang disewa kepada PT CAHAYA 
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PUTRI AGUNG  sebelum jatuh tempo paling lambat 1 bulan, akan tetapi 
dalam kenyataan dilapangan sering terjadi keterlambatan dalam pengembalian 
alat berat khususnya alat berat fucktruk yang disewakan oleh PT CAHAYA 
PUTRI AGUNG kepada si penyewa yang mengakibatkan kerugiaan kepada 
PT.cahaya putri agung. 
Berdasarkan uraian yang penulis gambarkan pada latar belakang 
masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ 
Perlaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Truck antara 
Penyewa dengan PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru”.  
 
B. Batasan Masalah   
Batasan masalah penelitian ini adalah Pelaksanaan Perjanjian 
Penyewaan Alat Berat Foco Truck Pada PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru.  
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merumuskan 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat foco truck 
antara penyewa dengan PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru ?  
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dari perjanjian sewa menyewa alat berat 
foco truck pada PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa 
alat berat foco truck antara penyewa dengan PT. Cahaya Putri Agung 
Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian dari perjanjian 
sewa menyewa alat berat foco truck pada PT. Cahaya Putri Agung 
Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 
a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
b. Untuk mendalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya 
Hukum Bisnis. 
 
E. Metode Penelitian  
Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian agar 
lebih terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum 
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode sistematika 
dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 
gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Oleh itu metode penelitian 
merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu 
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pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda 
dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai 
norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum 
nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi 
(kuantitatif).
12
 Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi 
hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. 
Sifat penelitian adalah Deskriptif,  yaitu penelitian yang bertujuan 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, 
fenomena-fenomena, kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran 
suatu gejala, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 
dengan gejala lain dalam masyarakat.
13
  
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini di lakukan di PT. Cahaya Putri Agung yang 
ketempatan di Jalan Sukarno Hatta No. 08 Pekanbaru. Adapun yang 
menjadi alasan penulis melakukan penelitian di sini adalah karena penulis 
ingin mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di PT. 
Cahaya Putri Agung. 
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  Sudaryono, Metodologi  Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82. 
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3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek 
yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda 
(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang 
sama.  
Ada beberapa istilah populasi sebagai berikut: 
a. Populasi atau universe, adalah keseluruhan unit atau manusia ( dapat 
juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang 
sama, misalnya semua polisi. 
b. Sub-populasi, adalah sejumlah unit atau manusia yang menjadi bagian 
dari populasi, misalnya populasi wanita (polwan). 
c. Elemen populasi adalah anggota dari sejumlah unit atau manusia yang 
menjadi populasi atau subpopulasi, misalnya anggota polisi. 
d. Populasi sasaran (target Population), adalah populasi dari mana akan di 
tarik suatu sampel berdasarkan teknik sampling tertentu, misalnya 
perwira menengah polisi. 
e. Kerangka (France) adalah daftar dari orang-orang atau unit-unit yang 
merupakan bagian dari sampel yang mewakili populasi. 
Sampel ini menjelaskan bahwa semua anggota populasi 
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 Tabel 1.1 




     Responden  
 Jumlah  
 Populasi  
 Jumlah  
 Sampel  
 
  Persentase  
 
1 
Pimpinan PT. Cahaya 
Putri Agung  
1 orang  1 orang  100% 
 
2 
Pengawai PT. Cahaya 
Putri Agung  
10 orang 5 orang 50% 
 
3 
Pihak Kedua  5 orang  2 orang 100% 
               Jumlah  16 orang 8 orang  100% 
      Sumber: Data dari PT. Cahaya Putri Agung, Diakses 25 Juli 2019 
4. Subjek dan Objek Penelitian  
 Sumber data adalah orang-orang yang di anggap tahu dengan 
fenomena yang di teliti dan pilih berdasarkan pada kriteria yang di 
sepakati peneliti sendiri, sehingga sunjeknya terbatas.
14
 Adapun yang 
menjadi subyek di sini adalah PT. Cahaya Putri Agung dan si Penyewa, 
sedangkan ojek pada penelitian adalah alat berat foco trunk.           
5. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang di gunakan oleh 
penelitian antara lain:  
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 
tempat lokasi penelitian baik dengan observasi ataupun wawancara 
(Interview).  
b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 
sebaginya. 
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Ciri-ciri umum data sekunder: 
1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan 
dapat di pergunakan segan segera.  
2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah di bentuk dan di isi 
oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian kemudian, 
tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, 
analisis maupun konstruksi data. 
3) Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.  
c. Data Tersier yaitu data yang di peroleh dari ensiklopedia dan yang 
sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data 
sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, 
majalah hukum, jurnal dan sebagainya. 
6. Metode Pengumpulan Data 
Untuk pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian ini, 
metode yang penelitian gunakan adalah: 
a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data 
penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi 
fokus penelitian. 
b. Wawancara (Interview) adalah situasi peran atar pribadi bertatap muka, 
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang 
relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. 
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c. Studi Pustaka yaitu penelitian mencari data atau informasi melalui 
jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna 
mendukung data primer. 
7. Analisis Data  
Pada analisa ini, penulis menggunakan metode kualitatif, di mana 
data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-
kata. Sehingga data di maksud berdasarkan bahan hukum yang di peroleh 
dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan sumber 
informasi hasil wawancara, angket yang menjadi penunjang guna 
kepentingan penulis penelitian ini. 
Penelitian ini akan memaparkan sekaligus menganalisis terhadap 
permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh 
jawaban serta kesimpulan dari permasalahan dengan langkah-langkah data 
diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian di tarik 
kesimpulan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Alat Berat Foco 
Truck Pada PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru. 
 
F. Sistematika Penulisan  
Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis 
mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari 
beberapa sub-sub bahasa. Antara sub-sub bahasa merakan hubungan yang 
saling terkait, yaitu sebagai berikut: 
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BAB I   : PENDAHULUAN  
  Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat 
penelitian, kerangka teoritis dan metode penelitian yang 
digunakan, serta sistematika penulisan. 
BAB II   : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Pada bab ini diuraikan gambaran umum lokasi penelitian, struktur   
kepemimpinan. 
BAB III  : TINJAUAN TEORISTIS  
  Pada bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang 
melandasi permasalahan meliputi bagaimana pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa alat berat foco truck dan bentuk 
penyelesaian sewa menyewa alat berat di PT. Cahaya Putri 
Agung Pekanbaru. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada dalam 
rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa 
menyewa alat berat foco truck dan bentuk penyelesaian sewa 
menyewa alat berat di PT. Cahaya Putri Agung di Pekanbaru. 
BAB V  :  PENUTUP 
  Pada bab ini akan memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.
 
 
BAB II  
GAMBARAN UMUM PT. CAHAYA PUTRI AGUNG  
 
A. Sejarah PT. Cahaya Putri Agunng 
PT. Cahaya Putri Agung (CPA) merupakan perusahaan  lokal yang 
berpusat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdiri pada tahun 2005 
dengan latar belakang keinginan keras untuk berperan aktif dalam 
pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang jasa: konstruksi, 
mekanikal, elektrikal, alat berat dan alat angkat. Dengan dukungan 
beberapa sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman dari berbagai 
latar belakang disiplin ilmu, di harapkan dapat menjalankan Visi dan Misi 
guna tercapainya cita-cita perusahaan. 
PT. Cahaya Putri Agung menetapkan SDM sesuai dengan 
kompetensi yang mereka miliki, menciptakan lingkungan dan hubungan 
industrial yang harmonis, serta saling memotivasi untuk memberi hasil 
kerja terbaik bagi pengguna jasa dan perusahaan. Bagi PT. Cahaya Putri 
Agung, SDM merupakan Asset utama perusahaan serta merupakan bagian 
penting untuk mendukung suksesnya setiap pekerjaan. 
PT. Cahaya Putri Agung berpegang teguh serta menjunjung nilai-
nilai profesional yang berdedikasi tinggi. Dengan segenap sumber daya 
manusia yang senantiasa berinovasi dan berkeinginan terus berkembang, 
juga dengan dukungan peralatan yang mengikuti perkembangan teknologi 
serta di dorong oleh budaya dan etos kerja yang pantang menyerah, PT 






yang di hadapi oleh para pengguna jasa kami dengan hasil akhir yang 
memuaskan.  
Dalam setiap kegiatan usaha yang kami jalankan, PT. Cahaya Putri 
Agung senantiasa mengedepankan aspek Kesehatan Kerja dan Lindungan 
Lingkungan (K3LL).  
B. Visi dan Misi PT. Cahaya Putri Agung 
PT. Cahaya Puri Agung memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :
15
 
a. Visi PT. Cahaya Putri Agung 
“Menjadi perusahaan  lokal yang kompetitif  di bidang jasa: konstruksi, 
mekanika, elektrikal, alat berat dan alat angkat menuju pentas nasional 
dengan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa”.  
b. Misi PT. Cahaya Putri Agung 
“Memenuhi dan melayani kebutuhan serta pesanan para pengguna jasa 
dengan kwalitas yang tinggi, tepat waktu, efisien serta mengutamakan 
kepuasan pengguan jasa atau pelanggan ( Customer Satisfaction) ”.  
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D. Etos Kerja PT. Cahaya Putri Agung 
1. Kepercayaan di atas segalanya 
Sebuah hubungan bisnis dapat berlangsung lama karena 
kepercayaan dari dua belah pihak. Dan kami mengerti bahwa kepercayaan 
bukanlah hanya ucapan velaka, tetapi harus di buktikan oleh tindakan. Di 
sini kami sebagai pihak seller akan memenuhi semua kewajban kami 
dengan baik-baiknya tanpa ada merugikan pihak buyers, karena kami 




2. Pelayanan yang ramah dan reliable  
Dalam menanggapi respons dari calon buyesr dan clients-clients 
kami, sikap yang sopan dan ramah adalah suatu kewajiban bagi kami, 
kepuasan anda merupakan kebanggaan bagi kami. 
3. Term of payment yang tidak memberatkan.  
Dalam melakukan hubungan bisnis, term of payment yang kami 
buat sangat memudahkan bagi Buyers. Kami menyediakan jangka waktu 
yang cukup reliable untuk melalukan pembelian di tempat kami (sesuai 
dengan aturan atau ketentuan yang berlaku). 
E. Wilayah Kerja PT. Cahaya Putri Agung 
1. Pulau Sumatera (Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, 
Bengkulu, Lampung). 
2. Pulau Jawa. 
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3. Pulau Kalimantan (Palangkaraya, Banjarmasin, Balik Papan, dan 
Pontianak). 
4. Palau Sulawesi (Makasar). 
Dan tidak menutup kemungkinan untuk di seluruh wilayah 
Indonesia. Menjadi perusahaan lokal yang koperatif di bidang jasa: 
konstruksi, mekanika, elektrikal, alat berat dan alat angkat menuju pentas 




TINJAUAN TEORITIS  
 
A. Tinjauan Tentang Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian   
Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan 
kesepadanan dari kata “ovreenkomst” dalam bahasa Belanda atau istilah 
“agreement” dalam bahasa Inggris. Jadi, istilah “hukum perjanjian” 
berbeda dengan istilah “ hukum perikatan”. Karena, dengan istilah 
“perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang di atur dalam KUH 
Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-
undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian.  
Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan 
istilah “contract” yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah 
“perjanjian”. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sudah sering di 
pergunakan istilah “kontrak” ini, misalnya untuk sebutan “kuli kontrak” 
atau istilah “kebebasan berkontrak” bukan “kebebasan berperjanjian” dan 
bukan juga “kebebasan berperutangan”.
17
   
Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak 
yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. 
Kemudian ada pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata 
                                                             
   
17






Indonesia yaitu,  perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 
Di kalangan ahli hukum, tidak ada keseragaman mengenai 
pemakaian istilah “perjanjian” atau “persetujuan” sebagai sumber 
“perikatan”, demikian “perikatan” yang timbul akibat perjanjian atau 
undang-undang. Hal ini dapat di lihat dari rumusan definisi yang di 
kemukakan para ahli tersebut. 
Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 
seseorang atau lebih berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu 
hal, di mana dengan perjanjian itu timbullah perikatan. Sedangkan 
menurut Wirijono Prodijodikoro, dengan merujuk pada Pasal 1233 KUH 
Perdata, perikatan-perikatan bersumber pada bersetujuan, karena itu 
“perjanjian” sama artinya dengan “persetujuan”.
18
 Lain lagi dengan Sri 
Soedewi Masjchoen Sofwan, yang menyatakan bahwa Buku ketiga KUH 
Perdata membicarakan perutangan-perutangan, sedangkan sumber 
perutangan dari perjanjian atau undang-undang, karena itu kata 
“perikatan” diartikan sama dengan “perutangan”, namun tetap memakai 
“perjanjian” sebagai sumber “perikatan” yang di gunakan oleh Subekti.  
2. Asas Perjanjian  
Ada beberapa asas yang dapat di temukan dalam Hukum 
Perjanjian, di antaranya sebagai berikut: 
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 Wirijono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar maju, 





a. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur, merupakan peraturan-
peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para 
pihak dalam suatu kontrak. 
b. Asas kebebasan berkontrak, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian 
bebas untuk menentukan materi atau isi suatu perjanjian sepanjang 
tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. 
Asas ini tercermin jelas dalam pasal 1338 KUH Perdata yang di 
rumuskan sebagai berikut:  
1) Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. 
2) Persetujuan itu tidak dapat tertarik kebali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu. 
3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. 
 Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian 
Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :  
1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 
2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siap ia ingin membuat 
perjanjian. 
3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian 
yang akan di buatnya. 
4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 





6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-
undang yang bersifat opsional (aanvullend, optimal). 
c. Asas pacta sun servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu 
kontrak disebut secara sah oleh para pihak mengikat para pihak 
tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Asas pacta Sun 
servanda merupakan asas yang menyangkut daya mengikatnya sebuah 
perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam bentuk perjanjian 
apapun terutama dalam bentuk perjanjian tidak tertulis. Asas Pacta 
Sun servanda merupakan asa yang tidak berdiri sendiri seperti asas-
asas perjanjian lainnya.  
d. Asas konsensul, suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus 
atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dengan kata lain, 
sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. 
Konsensus tersebut tidak perlu di taati apabila salah satu pihak 
menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan 
objek kontrak. 
e. Asas obligator, yaitu jika suatu kontrak sudah di buat, maka para pihak 
telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan 
kewajiban semata-mata.  
f. Asas ketetapan waktu, setiap kontrak apa pun bentuknya, harus 
memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur 
kepastian pelaksanaan suatu prestasi (objek kontrak). Prinsip ini 





kontrak konstruksi dan proyek keuangan, di mana setiap kegiatan yang 
telah di sepakati harus diselesaikan tepat waktu. Prinsip ini penting 
untuk menetapkan batas waktu berakhirnya suatu kontrak.  
Asas-asas tersebut di atas merupakan asa yang timbul sebagai 
akibat dari perjanjian suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak 
asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hahekat dari suatu 
kontak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh 
karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat 
terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.
19
  
3. Syarat-syarat Sah Perjanjian  
Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat 
hukum jika di buat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-
persyaratan hukum yang harus di penuhi agar sebuah perjanjian ini sah 
dan mengikat, adalah sebagai berikut:  
a. Syarat Umum Sahnya Perjanjian   
Suatu kontrak di anggap sah dan mengikat apabila kontrak itu 
telah memenuhi semua syarat-syarat seperti yang di tetapkan di dalam 
Pasal 1320 KUH Perata yaitu sebagai berikut: 
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang 
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai 
perjanjian yang akan adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. 
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2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu para pihak secara 
hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu 
pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya. Namun, 
dalam praktisi, kadang kala umur yang menjadi tolak ukur apakah 
seorang itu sudah dewasa atau belum dewasa tidak dicantumkan 
dalam komparasi naskah kontrak. Akan tetapi, usia para pihak jika 
tidak disebutkan, maka dapat di asumsikan bahwa para pihak sudah 
dewasa.  
3) Mengenai suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian 
harus jelas dan di tentukan oleh para pihak, ojek perjanjian tersebut 
dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak 
berbuat sesuatu. Hal tersebut ini dalam kontrak disebut prestasi 
yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak 
berbuat sesuatu.  
4) Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian 
haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan dan ketertiban. Ada beberapa hal yang 
harus di perhatikan:  
1) Kausa yang halal di lihat dari pengertian mitif dan tujuan atau 
consideration. Misalnya dalam jual, beli penjual menginginkan 
uang, sedangkan pembeli menginginkan barang. 
2) Kausa yang halal harus dikaitkan dengan isi kontrak. Isi 





dalam kontrak, yang menurut Pasal 1337 KUH Perdata yang 




b. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian  
Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga 
berlaku terhadap seluruh bentuk ban jenis perjanjian adalah 
sebagaimana yang di sebut antara lain dalam Pasal 1338 (ayat 3) dan 
1339 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 
a) Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik. 
b) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan. 
c) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan. 
d) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap 
yang bersifat hukum memaksa). 
e) Perjanjian harus sesuai ketertiban umum. 
c. Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian  
Tentang syarat khusus (berlaku hanya untuk perjanjian-
perjanjian khusus saja) yang bersifat formalitas terhadap sahnya suatu 
perjanjian antara lain adalah sebagai berikut: 
1) Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus di buat secara 
tertulis. Keharusan tertulis ini misalnya berlaku terhadap perjanjian 
hibah, perjanjian penanggungan, perjanjian hibah, dan sebagainya. 
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2) Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus di buat oleh 
pejabat yang berwenang, misalnya: 
1) Perjanjian (akta) pendirian perseroan terbatas harus di buat oleh 
notaris. 
2) Perjanjian jual beli tanah harus di buat oleh Pejabat Akte Tanah 
 ( PPAT).  
d. Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian 
Tentang syarat khusus (berlaku hanya untuk perjanjian-
perjanjian khusus saja) yang bersifat substantif terhadap sahnya suatu 
perjanjian antara lain adalah bahwa agar suatu perjanjian gadai sah, 
maka harus di perjanjikan (dan tidak boleh di perjanjikan sebaliknya) 
bahwa barang objek gadai tersebut haruslah dialihkan dari pihak 
pemberi gadai ke pihak penerima gadai, vide Pasal 1152 KUH Perdata. 
Adapun yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya 
satu atau lebih dari syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut: 
1) Batal demi hukum (nietig, null and void). Dalam hal ini, kapan pun 
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah sah dan di anggap tidak 
pernah ada, dalam hal ini jika tidak terpenuhi syarat objektif dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata Indonesia, yaitu: 
a) Syarat perihal tertentu, dan  
b) Syarat kausa yang diperbolehkan. 
2) Dapat di batalkan (vernietigebaar, voidable). Dalam hal ini, 





tersebut di batalkan oleh yang berkepentingan, dalam hal ini jika 
tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata 
Indonesia, yaitu : 
a) Syarat tercapainya kata sepakat. 
b) Syarat kecakapan berbuat.  
3) Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Dalam hal ini, 
merupakan perjanjian yang tidak dilaksanakan adalah jika 
perjanjian tersebut tidak begitu saja batal, tetapi juga tidak dapat 
dilaksanakan, tetapi perjanjian tersebut masih mempunyai status 
hukum tertentu. 
4) Dikenakan sanksi administratif. Dalam hal ini, ada syarat dalam 
perjanjian, yang apabila syarat tersebut, melainkan hanya 
mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkena 
semacam sanksi administratif. 
4. Bentuk Perjanjian  
Dalam praktisi di kenal tiga bentuk perjanjian, yaitu: 
a. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulnya di 
bakukan dan di buat dalam bentuk formulir. Dengan kata lain, 
perjanjian baku tujuan utama standar contract di tujukan untuk 
kelancaran prosodi perjanjian dengan mengutamakan efisiensi, 
ekonomi, dan praktis. Tujuan khususnya, yaitu untuk keuntungan satu 
pihak, untuk melindungi kemungkinan kerugian akibat perbuatan 





b. Perjanjian bebas, dasar hukum kebebasan berkontrak ini yaitu Pasal 
1338 KUH Perdata. Namun, mengingat KUH Perdata Pasal 1338 ayat 
(3) mengenai asa keadilan, kebiasaan serta undang-undang, maka pada 
prinsipnya kebebasan berkontrak itu masih harus memerhatikan asa 
kepatutan, kebiasaan, dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 
c. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis, dalam praktik, khususnya kontrak 
dagang selalu di buat dalam bentuk tertulis karena kontrak tertulis 
dapat di jadikan alat bukti bahwa telah terjadi suatu persetujuan para 
pihak. Juga penting untuk menghindari adanya ketidakpastian akan 
kesepakan yang telah mengikat para pihak. Kontrak tertulis itu 
merupakan surat yang berupa akta. Sementara itu, akta sendiri terdiri 
dari dua macam, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Di sisi 
lain, kontrak tidak tertulis, dalam praktisi kehidupan sehari-hari masih 
sering di lakukan, teristimewa mengenai bisnis kecil-kecilan yang 
terjadi tara para relasi bisnis yang sudah di kenal dapat di percayai dan 
jujur dalam melakukan bisnisnya. 
Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:  
1) Perjanjian di bawah tangan yang di tanda tangani oleh para pihak 
yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak 






2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para 
pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata 
hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan 
tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi Kelantan hukum 
dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkai isi 
perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang 
harus membuktikan penyangkalannya. 
3) Perjanjian yang di buat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk 
akta notaris. Akta notaris adalah akta yang di baut di hadapan dan 
di muka pejabat yang berwenang untuk itu. 
5. Jenis-jenis Perjanjian 
Mengenai jenis perjanjian, secara umum suatu perjanjian yang baik 
dalam bentik tertulis maupun tidak tertulis terbagi atas beberapa jenis, di 
antaranya ialah : 
a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menibulkan hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli, dan 
sewa-menyewa. 
b. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan 
bagi salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah. 
c. Perjanjian atas beban ialah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang 
satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain dan antara kedua 





d. Perjanjian bernama (di beri nama oleh peraturan perundang-undangan 
hukum perdata dan dagang, misalnya pinjam pakai, pertanggungan, 
penitipan barang). 
e. Perjanjian tidak bernama adalah yang tidak diatur dalam KUH 
Perdata, namun terdapat di masyarakat, misalnya perjanjian keagenan, 
perjanjian distributor, perjanjian pembiayaan, seperti sewa guna 
usaha/leasing, anjak piutang, modal ventura, kartu kredit, dan lain-lain.  
f. Perjanjian campuran (contractus sui genetis), yaitu perjanjian yang 
mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya perjanjian pendirian 
pabrik pupuk dan diikuti dengan perjanjian jual beli mesin pupuk serta 
perjanjian perbuatan teknik dan/atau tenaga ahli.  
g. Perjanjian obligator, yaitu perjanjian antara pihak-pihak yang mengikat 
diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. 
h. Perjanjian kebendaan, yaitu perjanjian hak atas benda dialihkan 
(transfer of title) atau di serahkan kepada pihak lain.  
i. Perjanjian konsensualisme, yaitu perjanjian di antara kedua belah 
pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan 
perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian ini 
mempunyai kekuatan mengikat, namun di dalam KUH Perdata ada 
juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya 
penyerahan barang. Perjanjian yang demikian itu di namakan 






j. Perjanjian yang sifatnya istimewa, yaitu sebagai berikut: 
1) Perjanjian liberator, yakni perjanjian para pihak yang 
membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan 
utang (Pasal 1438 KUH Perdata). 
2) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian antar para pihak untuk 
menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. 
3) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya 
di kuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak 
sebagai penguasa/pemerintah. 
6. Macam-macam Perjanjian  
Macam-macam perjanjian sebenarnya tergantung dari munculnya 
perjanjian itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 
bermacam-macam perjanjian sebagai berikut:  
a. Perjanjian untuk Memberikan Sesuatu 
Mengenai perjanjian untuk memberikan sesuatu, undang-
undang tidak menggambarkan secara sempurna. Pasal 1235 KUH 
Perdata, menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perjanjian untuk memberikan 
sesuatu adalah termaksud kewajiban di beri utang untuk menyerahkan 
kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang 
bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.  
b. Perjanjian untuk Berbuat Sesuatu 
Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah 





adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya melakukan perbuatan 
membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan atau 
patung dan sebagaianya. Pasal 1236 KUH Perdata menyebutkan: 
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, 
apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan 
penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, 
rugi dan bunga”. 
c. Perjanjian untuk Tidak Berbuat Sesuatu 
Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan 
seperti yang telah diperjanjikan. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak 
melakukan perbuatan, misalnya tidak melakukan persaingan yang di 
perjanjikan. Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1242 KUH Perdata 
“Jika perjanjian itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak 
yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perjanjian, karena 
pelanggaran itu berwajiban ia akan mengganti biaya, rugi dan bunga. 
Kewajiban penggantian biaya, rugi dan bunga bagi debitur 
dalam suatu perikatan baru dilakukan apabila debitur karena 
kesalahannya tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan atau ingkar 
janji pada tenggang waktu yang di tentukan.  
 
B. Tinjauan Tentang Sewa-Menyewa 
1. Pengertian Sewa-Menyewa  
Dalam praktik sehari-hari, istilah sewa-menyewa sering di 





tersebut berbeda. Istilah “charter” berasal dari dunia perkapalan yang 
ditujukan untuk pemborongan pemakaian sebuah kendaraan atau alat serta 
pengemudinya yang tunduk dengan perintah si pencarter.   
Dalam Pasal 1548 KUH Perdata sewa-menyewa adalah suatu 
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, 
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang 
oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya
21
. 
Menurut Yahya Harahap sewa menyewa di artikan sebagai berikut 
“ Sewa menyewa ( huur en verhuur) adalah persetujuan antara pihak yang 
menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau 
pemilik menyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pihak penyewa 
untuk dinikmati sepenuhnya”.  
Sewa menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian lain 
pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensus. Artinya ia sudah sah 
dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur 
pokoknya, yaitu barang dan harga.  
Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk 
dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir 
ini adalah membayar “harga sewa”. Jadi bara diserahkan tak untuk di 
miliki seperti halnya dalam jual beli , tetapi hanya untuk di pakai, di 
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nikmati kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat 
menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang di sewanya itu. 
Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barang 
untuk dinikmati dan bukannya menyerahkan hak milik atas barang 
tersebut, maka ia tidak usah pemilik dari barang tersebut. Dengan 
demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat hasil dapat secara 
sah menyewakan barang yang di kuasainya dengan hak tersebut. 
Dalam Pasal 1579 KUH Perdata, yang bertuju pada perjanjian 
sewa menyewa di mana waktu sewa itu di tentukan. Pasal tersebut 
berbunyi: “pihak yang menyewa tidak dapat menghentikan sewanya 
dengan menyatakan hendak memakai sendiri barangnya yang di sewakan, 
kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya”. Pasal ini ditujukan dan juga 
hanya dapat dipakai terhadap perjanjian sewa menyewa dengan waktu 
tertentu.  
Definisi lain tentang sewa menyewa secara bahasa yaitu Ijarah 
adalah suatu imbalan yang berikan sebagai upah sesuatu pekerja. Sewa 
menyewa berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan 
hasil suatu benda, atau tenaga manusia, misalnya menyewa rumah untuk 
tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga 
manusia untuk mengangkut barang, menyewa alat berat untuk 
pembangunan gedung dan lain sebagainya.  
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda 





a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan 
pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di 
sewakan dengan imbalan. 
b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk 
kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang di 
pindahkan. 
c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang di 
maksud dengan ijarah adalah akad atas manfaat yang di ketahui dan di 
sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang di 
ketahui ketika itu. 
d. Menurut Muhammad Al-Syabini Al-Khatib bahwa yang di maksud 




Rumusan sewa menyewa tersebut dapat diketahui bahwa: 
a. Perjanjian antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. 
b. Pihak yang menyewakan menyerahkan kenikmatan atas suatu barang. 
c. Kenikmatan atas suatu barang berlangsung untuk jangka waktu 
tertentu. 
d. Dengan pembayaran sejumlah harga tertentu. 
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2. Hak dan Kewajiban yang Menyewakan  
Dalam suatu perjanjian sewa menyewa pihak yang berkedudukan 
sebagai yang menyewakan mempunyai hak-hak antara lain adalah sebagai 
berikut:  
a. Menerima pembayaran harga sewa pada waktu-waktu yang telah di 
tentukan dalam perjanjiannya. 
b. Menerima kembali barang yang di sewakan setelah jangka waktu sewa 
berakhir. 
c. Berhak menuntut pembetulan perjanjian sewa menyewa dengan di 
sertai penggantian kerugian, apabila penyewa ternyata menyewakan 
terus barang yang disewakan kepada pihak ketiga. 
Adapun kewajiban yang harus di laksanakan oleh pihak yang 
menyewakan dapat di temukan dalam pasal 1550 KUH Perdata, yaitu: 
a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. 
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu 
dapat di pakai untuk keperluan yang di maksudkan. 
c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tenteram dari pada barang 
yang disewakan selama berlangsungnya sewa. 
3. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa  
Dalam perjanjian sewa menyewa seorang penyewa mempunyai 
hak, antar lain adalah seperti yang akan di uraikan di bawah ini: 
a. Menerima barang yang di sewanya pada waktu dan dalam keadaan 





b. Memperoleh kenikmatan yang tenteram atas pemakaian barang yang di 
sewanya, selama sewa menyewa berlangsung. 
c. Berhak atas ganti kerugian, apabila yang menyewakan menyerahkan 
barang yang di sewakan dalam keadaan cacat, yang telah 
mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa si dalam pemakaiannya.  
Adapun kewajiban-kewajiban yang harus di laksanakan oleh 
penyewa antara lain:  
a. Menurut  Pasal 1560 KUH Perdata si penyewa harus menempati dua 
kewajiban utama yaitu: 
1) Untuk memakai barang yang di sewa sebagai seorang bapak rumah 
yang baik, sesuai dengan tujuan yang di berikan pada barang itu 
menurut perjanjian sewa menyewa, atau jika tidak ada suatu 
perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan 
berhubungan dengan keadaan. 
2) Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah di 
tentukan. 
b. Penyewa berkewajiban untuk melakukan pembetulan-pembetulan kecil 
yang bisa terjadi sehari-hari atas barang yang disewakannya. 
c. Penyewa bertanggung jawab atas kerusakan barang yang di sewanya 
kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan 






4. Macam-Macam Sewa-Menyewa  




a. Bersifat manfaat, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat di sebut 
juga sewa menyewa objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. 
b. Bersifat pekerjaan (jasa) yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerja 
(jasa) di sebut juga upah-mengupah, objek akadnya adalah amal atau 
pekerjaan seseorang. 




a. Sewa-menyewa murni. Dalam ijarah murni berlaku perjanjian sewa-
menyewa biasa. Semua pihak tetap memiliki kedudukan sebagaimana 
awal perjanjian, yaitu antara pihak yang menyewakan dan pihak yang 
menyewa barang. Setelah masa sewa berakhir, kedua pihak 
kembalikan pada kedudukannya masing-masing. 
b. Sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa atau Al-Ijarah 
Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT). Dalam akad IMBT merupakan akad 
sewa menyewa dengan hak opsi pada akhir masa sewa untuk 
pengalihan hak atas barang yang di sewakan. Dalam sewa menyewa 
ini, uang pembayaran sewanya sudah termasuk cicilan atas harga 
pokok barang. Pihak yang menyewakan berjanji kepada penyewa 
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untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. 
Janji tersebut harus dinyatakan dalam akad IMBT.  
5. Resiko dalam Sewa-Menyewa  
Menurut Pasal 1553 KUH Perdata, dalam sewa menyewa itu resiko 
mengenai yang di persewakan di pikul oleh pemilik barang, yaitu yang 
menyewakan. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang di 
sebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu 
pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian. 
Peraturan tentang resiko dalam sewa menyewa itu tidak begitu 
jelas diterangkan oleh Pasal 1553 KUH Perdata tersebut seperti halnya 
dengan peraturan-peraturan tentang resik dalam jual beli yang di berikan 
oleh Pasal 1460 KUH Perdata, di mana dengan terang di pakai perkataan 
“tanggungan” yang berarti resiko. Peraturan tentang resiko dalam sewa 
menyewa itu harus kita ambil dari Pasal 1553 KUH Perdata tersebut 
secara mengambil kesimpulan. Dalam pada ini di tuliskan bahwa, apabila 
barang yang di sewa itu musnah karena suatu peristiwa yang terjadi di luar 
kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi 
hukum. Dari perkataan “gugur demi hukum” inilah kita simpulkan bahwa 
masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak 
lamanya, hal manaberarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang 
di persewakan di pikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan ini 
memang suatu peraturan resiko yang sudah setepatnya, karena pada 







A. Kesimpulan  
Dari uraian penulis tentang perjanjian sewa menyewa alat berat foco 
truck di Kota Pekanbaru dapat penulis di simpulkan sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Truck di PT. 
Cahaya Putri Agung belum terlaksana sebagaimana isi perjanjian yang 
tertuang di dalam surat perjanjian sewa menyawa di dalam surat perjanjian 
pada pasal 2  dan 4 yang berbunyi, apabila sewa menyewa terlambat 
mengembalikan alat berat foco truck maka akan di kenakan sanksi dan 
apabila jadi kerusakan dan kehilangan alat berat akan di tanggung oleh 
pihak kedua, masih belum maksimal dengan adanya pengikat perjanjian 
sewa-menyewa tidak seimbang antara penyewa dengan pemilik alat berat 
PT. Cahaya Putri Agung yang masih lemah di dalam perjanjian sewa-
menyewa,  harga sewa, waktu, dan kesepakatan tentang kerugian yang 
terjadi selama dalam masa sewa. 
2. Dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa alat berat foco 
truck ini di lakukan, dengan 2 cara yaitu ; 
1. Penyelesaian dengan di luar pengadilan yaitu: 
a. Penyelamatan penyewa atau negosiasi, upaya penyelamatan ini bisa di 
anggap sebagai musyawarah mufakat untuk menghindarkan terjadinya 





perjanjian. Penyelamatan penyewa ini berupa adanya suatu jaminan 
yang diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur.  
b. Penyelesaian biaya-biaya, penyelesaian biaya ini di lakukan apabila 
terjadi wanprestasi oleh pihak debitur atau penyewa, yang mana hal ini 
menimbulkan biaya-biaya untuk mengganti kerugian yang derita oleh 
pihak kreditur atau pihak yang menyewakan.  
2. Penyelesaian di dalam pengadilan yaitu; 
a. Penyelesaian melalui pengadilan, dalam penyelesaian tingkat 
pengadilan ini bisa di ketahui berapa besar kerugian yang di derita oleh 
pihak kreditur dan berapa besar ganti kerugian yang harus di bayarkan 
oleh pihak debitur sebagai pihak penyewa. 
 
B. Saran  
Saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagi berikut:  
1. Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi  
alat berat, maka memiliki keseimbangan dalam membuat perjanjian sewa 
menyewa yang di buat dalam suatu surat perjanjian yang mencantumkan 
hak-hak dan kewajiban para pihak penyewa.  
2.  Dalam penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran sewa-menyewa 
di lakukan terlebih dahulu dengan bermusyawarah antara kedua belah 









AK Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2006.  
Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2004. Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, 
Jakarta: Amzah. 2010. 
Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2005. 
Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman hukum Material, PT.            
Gelora Aksara Pratama, 2015. 
Hendi Suhedi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Raja Wali Pers, 2011. 
Hernoko Yudha Agus, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak 
Komersial, Jakarta: Kencana, 2010. 
Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Akad Syariah, Bandung: Kaifa, 2011. 
Lysa Angrayni, Pengantar Ilmu Hukum, Suska Press, 2014. 
Miru Ahmadi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2007. 
Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka 
Cipta, 2009. 
Munir Fuandy, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung : PT. Cinta Aditya bakti, 2002. 
RM. Suryodiningrat, Asas-Asas Hukum Perikat, Bandung, penerbit Tersito, 1979. 
Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.  
Salim, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH-Perdata, Jakarta: PT. Raja   
Grafindo Persada, 2006. 
Saliman Abdul R, Hukum Bisnis  Untuk Perusahaan, Jakarta: Kencana, 2010. 
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, 1987. 
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2001. 
Sudaryono, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers, 2017. 
 
 
Umar Said Sugianto, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. 
Widijowati Dijan, Hukum Dagang, Yogyakarta: Andi, 2012. 
Wirijono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar maju,    
2000. 
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta:  
Rajawali Persa, 2017. 
 
B. Peraturan Perundang-undang  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perjanjian 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 Tentang Sewa-Menyewa 
 
C. Website  
Jurnal Ilmiah Dani, Ilmu Hukum, Nomor 2018 
Jurnal Addul Sani, Ilmu Hukum, Nomor 2005 
https://etd.unsyiah.ac.id/index Pelaksanaan Perjanjian di akses pada tanggal 18    

















Laila Luthfiah Pohan, lahir pada tanggal 18 desember 1996 di 
Rantau Prapat, anak pertama dari tiga bersaudara  dari 
pasangan Bapak Ahmad Fauzi Pohan dan Ibu Sumarni 
Siregar, pendidikan formal TK Hidayat, SDN 016 Desa 
Kenantan, SMPN 06 Tapung, SMAN 02 Tapung.  
Kemudian penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi yang 
ada di Pekanbaru yaitu  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN 
SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum 
dan memilih konsentrasi Hukum Bisnis. 
Pada tahun 2018 Penulis melakukan magang di Kejaksaan Tinggi Pekanbaru 
setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kandis Kota 
Kabupaten Siak. Pada tanggal 19 Mei 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul 
skripsi “ Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Trunk Antara 
Penyewa Dengan PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru. 
 
